Bulan :

112 314 ]5 6 |7 [8 |9 [{0)j11 12 |
NS

[2[0]2]4]

SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :
1 |2 3 |4 |5 6 |7 |8 |9 (10 (11 |12 |13 |14 |15 |16 Media Online
17 (18 |19 PO |21 |22 |23 @ 25 |26 (27 |28 |29 |30 (31 Media Cetak | Pos Kota

Sekolah Swasta Gratis di Jakarta 2025

JAKARTA (Poskota) -
Badan Anggaran (Banggar)
DPRD DKI Jakarta bersama
Tim Anggaran Pemerintah
Daerah (TAPD) DKI Jakarta
mulai menyusun Rancangan
Kebijakan Umum Anggaran
dan Prioritas Plafon Angga-
ran Sementara (KUA-PPAS)
APBD 2025.

Adapun penyusunan
KUS-PPAS APBD 2025 itu di-
lakukan pada Selasa (22/10).

Dalam penyusunan salah
satu yang dibahas yaitu
berkaitan dengan program
sskolah swasta gratis yang
sebelumnya digaungkan.

Wakil Ketua Banggar
DPRD DKI Jakarta Ima Mah-
diah memastikan program
sekolah swasta gratis akan
berjalan pada 2025.

Anggaran program seko-

lah swasta gratis itu sebesar
Rp 1,1 triiun yang bersumber
pada Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah (APBD) 2025.

"Sudah dianggarkan seki-
tar Rp1,1 triliun untuk kita coba
trial di sekolah-sekolah swasta
yang memang kondisinya
banyak warga susahnya," kata
Ima kepada wartawan dikutip
Rabu (23/10).

Ima menjelaskan, pro-
gram sekolah swasta gratis
itu akan menggantikan pro-
gram Kartu Jakarta Pintar
(KJP) Plus bagi pelajar Ja-
karta.

Langkah tersebut dipilih
lantaran banyak anak-anak
kurang mampu yang pu-
tus sekolah lantaran tidak
mampu membayar sekolah
swasta.

"Sekarang ini yang
ribut adalah anak-anak
sekolah negeri yang biasa
dapat KJP, kan sebena-
mya dia udah dapat (seko-
lah) gratis. Nah kita mau
lebih mengedepankan
keadilan sosial aja," jelas
Ima.

Terpisah, Sekretaris
Daerah (Sekda) Provinsi
DKI Jakarta Joko Agus
Setyono mengatakan,
konsekuensi dari program
sekolah swasta gratis ial-
ah menghapus program
KJP Plus.

la berujar bahwa hal
tersebut telah dibahas
dalam rapat bersama
Komisi E DPRD DKl peri-
ode sebelumnya.

"Bahkan kami diminta
membuat pernyataan in-
tegritas janji agar sekolah
bisa diterapkan," terang
Joko.

Lebih lanjut, Joko
menegaskan jika nanti-
nya program tersebut
sah, maka masyarakat
dipastikan mulai me-
nikmati sekolah swasta
gratis pada pertengahan
2025.

"Jika ini disahkan nanti
tahun 2025 bisa kita terap-
kan di mulai bulan Juli,"
jelas Joko.

Disampaing itu, Plt Ke-
pala Dinas Pendidikan
DKI Jakarta, Purwosusilo

mengatakan sampai saat
ini pihaknya masih terus
mengkaji pelaksanaan
sekolah swasta gratis ini.

"Apa yang perlu dikaji?
Satu besarannya berapa.
Dua, sasarannya sekolah
mana saja, kriterianya apa
saja," kata Purwosusilo.

Untuk diketahui, saat
ini Rancangan Kebijakan
Umum Anggaran dan Pri-
oritas Plafon Anggaran
Sementara (KUA-PPAS)
APBD 2025 masih terus
dibahas.

Pembahasan angga-
ran akan mulai dibedah
oleh tiap komisi yang ada
di DPRD DKI mulai Rabu
(23/10).(Pandilyh)



